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PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,

Menimbang:

Mengingat:

DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PROVINSI RIAU TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal & ayat [4)
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pclaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak
Penvandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Riau tentang Rencana Aksi Dacrah Penghormatan,
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Tahun 2024-2029;

|. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1943;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 35234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Neogara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Ilak Penyandang
Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomeoer 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5251});

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomeor 140, Tambuahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Percncanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncesia Nomor 6399);

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 135);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
lentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
rentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomaor
1781);

Peraturan Menter: Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kcpala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas (Berita Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 704);



Menctapkan:

4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Perlindungan  dan Pemberdayaan
Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Riau
Tahun 2013 Nomor 18);

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019
lentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah
Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);

16. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2015 lentang
Pclaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang
Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 20153
Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PENYANDANG
DISABILITAS PROVINSI RIAU TAHUN 2024-2029,

BABI1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.

2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
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Perangkat Daerah adalah  Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Penyandang Disabilitas adalah sctiap orang vang
mengalami keterbatasan fisik, intelcktual, mental, dan
atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan cfektil dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

L

6.  Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkam sumber daya vang tersedia.

=l

Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Rencana
Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional
Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah
Penyandang Disabilitas Provinsi.
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Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima
keberadaan Penyandang Disabilitus dengan segala hak
vang melekat tanpa berkurang,

Perlindungan adalah upaya vang dilakukan secara sadar
untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak
Penyandang Disabilitas.

Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan uniuk
memenuhi, melaksanakan, dan m ewujudkan hak
Penyandang Disabilitas.

Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang sclanjutnyva
disingkat RIPD adalah dokumen Pecrencanaan dan
penganggaran  pernbangunan Llerkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas

Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, yang
selanjutnya disingkal RAN PD  adalah dekumen
Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemcnuhan hak
Penyandang Disabilitas vang merupakan penjabaran
RIPD di tingkat pusat.

Rencana Aksi Daerah yang sclanjutnya disingkat RAD
adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat
daerah.

Tim Koordinasi RAD adalah Penyelenggara Rencana Aksi
Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Riau Tahun
2024 - 2029,

Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan
vang mengintegrasikan pengarusulamaan dan
keterlibalan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan
penerima manlaat pembangunan dalam selurih tahapan
pembangunan  meliputi  Perencanaan, penganggaran,
Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.

Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi
masyarakat uniuk memberikan masukan kepada
Pemerintah Dacrah dalam menyusun program dan
kegiatan pembangunan nasional dan dacrah yang lebih
inklusif bagi Penvandang Disabililas.

Analisis Inklusil Berbasis Data adalah suatu pendekatan
analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan
penganggaran pembangunan untuk mengetahui
perbedaan  kondisi permasalahan, aspirasi, dan
kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data vang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyalaan  Anggaran  Disabilitas adalah  sebuah
dokumen anggaran vang berpihak pada kebutuhan
Penyandang Disabilitas dan disusun oleh perangkat
daerah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan
yang dirancang peka terhadap kebutuhan Penyandang
Disabilitas.



Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk pemenuhan
pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman
penyusunan Perencanaan Pembangunan Inklusif Disabilitas
bagi Pemerintah Daerah.

BABII
PENYELENGGARAAN RAD

Bagian Kesatu
Kedudukan RAD

Pasal 4

(1} RAD merupakan dokumen Perencanaan Jangka
Menengah untuk setiap periode 5 (lima) tahun di tingkat
Daerah.

(2) Penyusunan RAD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mengacu pada RIPD, RAN PD dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Provinsi.

Bagian Kedua
Penyelenggara RAD

Pasal 5

(1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi RAD Tahun 2024-
2029,

(2} Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. unsur Pemerintah Daerah; dan
b. unsur organisasi Penvandang Disabilitas.

(3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunval tugas melakukan koordinasi, perumusan
kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan
RAD.

(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada avat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

BAGI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Sistematika Dokumen RAD

Pasal &

(1) Dokumen RAD disusun dengan sistematika scbaga
berikut :



(1)

(3)
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.BAB 1 : Pendahuluan

.BABIl : Profil Dacrah dan Situasi Penvandang
Disabilitas;

(]

o

c. BABIII : Strategi Implementasi RAD Provinsi
d. BAB IV : Anggaran

€. BABV : Pemantauan dan Evaluasi

f. BABVI : Penutup

Dokumen RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan duri Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Prosedur dan Mekanisme

Pasal 7

Perencanaan dan penganggaran inklusif bagi Penyandang
Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan:

a. pengarusutamaan kebljakan umum; dan

b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus
bagi Penvandang Disabilitas.

Pendekatan  pengarusutamaan  kebijakan  umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a merupakan
proses menilai dan menunjukkan dampak vang tepat
dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan cvaluasi
kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pendekatan pengarusutamaan kebijakan yvang ditujukan
khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b menvesuaikan ragam
disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh
Penvandang Disabilitas.

Pasal 8

Mekanisme Perencanaan dan penganggaran inklusif bagi
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
meliputi:

.

meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi
publik  dalam  Perencanaan  dan Penganggaran
Pembangunan Inklusif Disabilitas;

mengurangi kesenjangan tingkat penerima manlaat
pembangunan; -

mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas
sesuai ragam disabilitas;

meningkatkan manfaat hasil pembangunan hagi
Penyandang Disabilitas; dan

menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penvandang
Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.
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Pasal 9

Mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif
bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 diwujudkan melalui penggunaan
Instrumen Perencanaan dan pENZANggaAran.

Instrumen Percncanaan dan pengangparan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah terkait
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas.

Instrumen  Perencanaan dan  pengangsaran yang
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Analisis Inklusif Berbasis Data; dan

b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.

Analisis Inklusif Berbasis Data dan Pernvataan Anggaran
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada avat (3)
merupakan bagian dari pernyataan anggaran dan stra tegi
pclaksanaan kegiatan inklusif disabilitas pada dokumen
RAD.

BAB IV
MEKANISME EVALUASI TERHADAP RAD

Pasal 10

Tim koordinasi RAD melakukan cvaluasi atas dokumen
Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan

prograrm dan kegiatan terkairt Penghormatan,
Pclindungan, dan  Pemenuhan  hak  Penvandang
Disabilitas.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu
pada RAD.

Evaluasi  scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Tim koordinasi RAD dan hasilnva
disampaikan kepada Gubernur dan diteruskan kepada
Menteri Percncanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Tim
Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi  Nasional
untuk menjadi bagian dokumen evaluasi Perencanaan
dan penganggaran serta pelaksanaan program dan
kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat
pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

BAB V
PELIBATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 11

Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan
dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan  Pemenuhan hak  Penvandang
Disabilitas.



(2) Partisipasi Penyvandang Disabilitas dan pemangku
kepentingan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari Organisasi
Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.

(3] Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat berupa Keterlibatan melalui Forum ‘Tematik
Disabilitas yvang diselenggarakan sejalan dengan forum-
forum Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
tingkat daerah.

(4) Hasil penjaringan aspirasi melalui Forum Tematik
Disabilitas digunakan sebagai salah satu pertimbangan
dalam musyawarah Pcrencanaan pembangunan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 12

Pcndanaan pelaksanaan RAD bersumber dari ©
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.  sumber lain vang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubenur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 7 Februari 2024

GUBERNBER RIALL

ttd.
EDY NASUTION
Diundangkan di Pekan®aru
pada tangeal 7 Februari 2024
SERRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,
ttd.
SIFIFIARIYANTO

BERITA DABRAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 5

inan Sesuai Dengan Aslinya

l‘. N /DHARMADI, SH.'MH.
> Pembina (IV/a)
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